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B DUGAAN KECURANGAM PEMILU

Hak Angket dan Surat Cinta kepada Petinggi Parpol

JAKARTA. Puluhan aktivis
yang mencemaskan perkem-
bangan hukum dan demokrasi
Indonesia menyurati lima ke-
tua umum partai politik (par-
pol)l agar mengusung Iak
Angket di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) atas dugaan
kecurangan Pemilu 2024,
Para aktivis yang melayang-
kan "surat cinta” itu di antara-
nya Novel Baswedan, Bivitri
Busanti, Zainal Arifin Mochtar,
Usman Hamid, Feri Amsari,
Saut Situmorang, Falia Mauli-
diyanti, Haris Axzhar, Pandj
Pragiwaksono hingga Herdi-

ansyah Hamzah,

Direkiur Eksekalil Amnesty
Intermational Indonesia (AIT),
Usman Hamid mencgaskan,
surat terschut ditujukean kepa-
da lima ketua umum (ketum)
parpol, yakni Megawati Soe-
karnoputri (Ketum PDIP),
Surya Paloh ( Ketwn Nasdei ),
Mardiono (Ketum PPP), Mu-
haimin Iskandar {(Ketum
PKB), dan Ahmad Syaikhn
[(Ketum PKS).

Menurut Usman, ada berba-
gai perstiwa dan fakta yang
mengonfinmasi proses pelak-
sanaan tahapan penyelengga-
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raan Pemilu 2024, Di sebagian
proses, ada kecurigaan yang
mieluns dan menvalidast indi-
kasi vang sangat kuat, yakni
berupa terjadinya praktik du-
gaan kecurangan penilha,
Ilsman bilang, dugaan ke-
curangan penyelenggaraan
pemilu yang dipersoalkan
publik terjadi bukan hanya di
hari pencoblosan 14 Februari
2024, "Tetapi juga sejak awal
proses penyelenggaraan pe-
milu hingga pasca pelaksana-
an penghitungan suara yang
dilalubkan oleh Komisi Pemi-
lihan Trmum (KPIT) dan apara-

tur kekuasaan lainnya." ung-
kap Usman dalam keterangan
resod yang diterima KONTAN,
Senin (1143).

Praktik kecurangan dinilai
bukan hanva menyakiti hac
nurani rakyat, tetap juga me-
nimbulkan keresahan yang
kian meluas, Ada banyak dis-
kursus dengan berbagai cks-
presi di masyarakat manpun
di media sosial, sevta muncul
dan meluasnya permyataan si-
kap para guru besar dan dosen
dari berbagai perguruan tingg
di seluruh Indonesia.

TTsman menyebutkan, par-

pol di dalam sistem demokrasi
adalah rub sekaligus marwah
dari demokrasi, Hal itu diatur
secara jelas di Pasal 67 1Tn-
dang-Tindang Nomaor 17 Ta-
hun 2014 tentang Majelis Per-
musyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Dewan Perwakilan Dac-
rah (UL MD3). T artinya
partai politik memiliki kelna-
saan terhadap para politisi
yang menjadi anggota DPR,"
tegis dia.

Lani Wandira



